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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Rmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, hakim

telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx,

27  September  1980,  umur  43  tahun,  agama

Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx xxxx, pendidikan

SLTA,  tempat  kediaman  di  Lingkungan  I,

Kelurahan  xxxx,  Kecamatan  xxxxx  xxxx,

Kabupaten Bombana., sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK.- , tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 16 Juni 1986,

umur  37  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Ibu

Rumah  Tangga,  pendidikan  SLTA,  tempat

kediaman  di  Rumah  Ibu  xxxxxxxx,  Belakang

Toko  Asal,  Kelurahan  xxxxxxx,  Kecamatan

xxxxxx,  Kabupaten  Bombana,  sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

21 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada
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hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  61/Pdt.G/2024/PA.Rmb,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai  xxxx  xxxx  xxxx  memperoleh  izin  dari  Pejabat

yang berwenang berdasarkan surat izin cerai Nomor XX/XX/XX/XX/XXXX

tanggal  19  Februari  2024  yang  menyatakan  memberikan  izin  kepada

Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama;

2. Bahwa  pada  tanggal  21  Juni  2008,  Pemohon  dengan  Termohon

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  xxxxxxx  Kabupaten  xxxxx  xxxxx,

Provinsi xx xxxxxxxxxx  sebagaimana Buku Duplikat Nikah Nomor : xxxx

xxxx xxxx xxxx tanggal 08 Maret 2024;  

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon  dengan Termohon menetap

di  rumah  Dinas  yang  beralamat  di  Xxxxxxxxxxxxx  sampai  tahun  2017

sebagai kediaman bersama terakhir, dan antara Pemohon dan Termohon

telah melakukan layaknya hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan belum

dikaruniai anak;  

4. Bahwa  semula  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon  rukun  dan

 harmonis,  namun  sejak  bulan  Mei  tahun  2014  antara  Pemohon  dan

Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:    

4.1. Bahwa Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon; 

   4.2. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;  

  4.3. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami seperti

ketika  Pemohon  menasehati  Termohon  tapi  Termohon  tidak  mau

mendengarkan Pemohon ;  

  4.4. Bahwa  Termohon  tidak  bisa  mempunyai  keturunan  dan  jika  diajak

berobat Termohon tidak mau;  

  4.5.  Bahwa  Termohon  sering  berkata  kasar  kepada  Pemohon  seperti

anjing, setan;  

5. Bahwa puncak permasalahan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari

2017 dimana Termohon pergi  meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon,

yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini
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Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 7 tahun hingga

sekarang;  

6. Bahwa  setelah  setelah  kejadian  tersebut  di  atas  Pemohon  tinggal  di

 Kelurahan  xxxxxxx,  Kecamatan  xxxxx  xxxxx,  Kabupaten  Bombana

sementara Termohon tinggal di Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx xxxx,

Kabupaten Bombana;  

7. Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Pemohon  merasa

keutuhan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  dapat

dipertahankan  dan  berkesimpulan  perceraian  menjadi  alternatif  terbaik

untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;  

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya perkara yang   timbul  atas

perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon

kepada Ketua  Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMER

1.  Mengabulkan permohonan Pemohon;  

2.  Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);  

3. Membebankan biaya perkara  menurut Hukum;  

SUBSIDER:

Atau  apabila  majelis  hakim  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan

(relaas) Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Rmb tanggal 21 Maret 2024, 28 Maret 024,

dan 4  April  2024 yang dibacakan di  persidangan,  Termohon telah  dipanggil

secara resmi dan patut  oleh Jurusita Pengganti  Pengadilan Agama Rumbia,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh

suatu alasan yang sah; 
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Bahwa  untuk  memenuhi  persyaratan  mengajukan  perceraian  dalam

status  sebagai  xxxxx  xxxxx,  Pemohon  telah  memperoleh  izin  dari  atasan

berdasarkan Surat Izin Cerai Nomor XX/XX/XX/XX/XXXX tanggal 19 Februari

2024 yang dikeluarkan oleh xxxxxx xxxxxx xxx/xxxxxx;

Bahwa terhadap perkara ini  tidak dapat  dilaksanakan upaya mediasi

sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung

RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan

meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  selanjutnya  pemeriksaan

dengan  membacakan  surat  permohonan  Pemohon,  yang  oleh  Pemohon

menyatakan tetap pada permohonannya; 

Bahwa Majelis  Hakim telah  menasihati  Pemohon agar  berfikir  untuk

tidak  bercerai  dengan  Termohon,  tetapi  Pemohon   Pemohon  tetap  ingin

bercerai dengan Termohon. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam

siding  tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat

permohonan Pemohon yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh

Pemohon;

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  permohonan

Pemohon dan Pemohon memperbaiki identitas Pemohon menjadi “PEMOHON”

dan selanjutnya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa oleh karena  Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah

hadir  di  persidangan,  maka  jawaban  Termohon atas  permohonan  Pemohon

tidak dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA  Kecamatan  xxxxx

Kabupaten xxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal

08 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai  dan  telah  dinazegelen,  kemudian

diberi kode bukti (P) Diberi tanggal dan paraf Hakim;
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2. Bukti Saksi.

Saksi 1,  SAKSI I PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal

lahir, xxxxxxxxxx, 12 Juli 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal  di  Desa xxxxx

xxxxxx,  di  bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

adalah keluarga Pemohon; 

 Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah

suami isteri; 

 Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon

bertempat tinggal di rumah dinas di Xxxxxxxxxxxxx; 

 Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  belum  dikaruniai

keturunan; 

 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon

pada  awalnya  berjalan  baik  dan  rukun,  namun  sekarang  ini  rumah

tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran; 

 Bahwa  perselisihandan  pertengkaran  Pemohon  dan  Termohon

terjadi sejak tahun 2016; 

 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon

dan Termohon karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon,

Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti mengucapkan

kata-kata kebun binatang; 

 Bahwa saksi  mengetahui  karena saksi  melihat  Pemohon

dan Termohon 4 (empat) kali di mediasi oleh komandan kompi ketika di

Xxxxxxxxxxxxx, dan 3 (tiga) kali saksi sendiri yang mengetik berita acara

pemeriksaan  mediasi  tersebut  karena  saksi  operatornya  pada  tahun

2016; 

 Bahwa  saksi  tinggal  di  Barak  dan  Pemohon  di  asrama.  Jarak

antara  Barak  saksi  dengan  asrama  Pemohon  dan  Termohon  hanya

kurang lebih 300 meter; 
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 Bahwa  pada  Tahun  2017  saksi  pindah  Tugas  ke

Xxxxxxxxxxxxx, dan Tahun 2020 saksi bertemu dengan Pemohon, akan

tetapi  Pemohon dan  Termohon  sudah  tidak  bersama lagi.  dan  ketika

saksi tanya dimana Termohon, Pemohon mengatakan kalau Termohon

masih di Xxxxxxxxxxxxx dan keduanya telah berpisah; 

 Bahwa saksi  pernah bertemu sekali  pada tahun 2020 di

Xxxxxxxxxxxxx dengan Termohon; 

 Bahwa  yang  meninggalkan  kediaman  bersama  adalah

Termohon; 

 Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah

tidak pernah lagi berkomunikasi ; 

 Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan

Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi; 

 Bahwa pernah diusahakan damai saat di satuan tugas oleh

atasan  pada  saat  di  Xxxxxxxxxxxxx,  namun  tidak  berhasil  karena

Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi; 

Saksi 2,  SAKSI II PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal

lahir,  Wasuemba,  17  Januari  1990,  umur  34  tahun,  agama  Islam,

pendidikan  S1,  pekerjaan  xxxxxxxxxx,  bertempat  tinggal  di  Desa

Watuemba,  Kecamatan  Wabula,  Kabupaten  Xxxxxxxxxxxxx,  di  bawah

sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

adalah keponakan Pemohon; 

 Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah

suami isteri; 

 Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon

bertempat tinggal di rumah dinas di Xxxxxxxxxxxxx; 

 Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan; 

 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon

pada  awalnya  berjalan  baik  dan  rukun,  namun  sekarang  ini  rumah
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tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran berupa cekcok mulut; 

 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon

terjadi sejak tahun 2014; 

 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon

dan Termohon karena pada tahun 2014 bulan Juni Termohon menolak

ketika  disuruh  oleh  Pemohon  untuk  pulang  kampung  ke  Sulawesi

menengok  orang  tua  Termohon  yang  sedang  sakit,  Termohon  sering

berkata kasar kepada Pemohon seperti mengucapkan kata-kata "anjing",

Termohon  juga  sering  keluar  rumah  tanpa  izin  Pemohon  dan  ketika

ditanya dari mana Termohon marah kepada Pemohon; 

 Bahwa saksi mengetahui karena saksi tinggal bersama Pemohon

dan Termohon di Asrama sejak tahun 2008 sampai tahun 2017 dan saksi

melihat  dan  mendengar  sendiri  ketika  Pemohon  dan  Termohon

bertengkar; 

 Bahwa  sering  sekali,  kurang  lebih  sebanyak  6  (enam)  sampai

7(tujuh) kali pertengkaran besar; 

 Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  juga  sering  bertengkar

masalah belum memiliki keturunan; 

 Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  tinggal

bersama lagi sejak bulan Juni 2017; 

 Bahwa  yang  meninggalkan  kediaman  bersama  adalah

Termohon; 

 Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah

tidak pernah lagi berkomunikasi ; 

 Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan

Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi; 

 Bahwa  pernah  diusahakan  damai  saat  di  satuan  Tugas

oleh Komandan di asrama sebanyak 4 (empat) kali dan saksi sendiri 1

(satu)  kali  dipanggil  sebagai  saksi  oleh  komandan  pada  tahun  2016,

namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun

lagi; 
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Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Pemohon  menyatakan

menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Pemohon menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita  acara  persidangan perkara  ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  huruf  (a)  angka  (9)

Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada

pokoknya  mengatur  bahwa  Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang

memeriksa, memutus dan menyelsaikan perkara tingkat pertama antara orang-

orang  yang  beragama  Islam  di  bidang  perkawinan,  salah  satu  diantaranya

adalah permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing beragama

Islam  dan  permohonan  a  quo adalah  mengenai  perceraian,  in  casu

permohonan perceraian.  Oleh karena itu,  secara absolut  Pengadilan Agama

berwenang  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  perkara  permohonan

perceraian antara orang-orang yang beragama Islam; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  66  ayat  (2)  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1985  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3

Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 tentang Peradilan  Agama,  maka secara  relatif  perkara   cerai  talak  ini

menjadi kewenangan Pengadilan Agama Rumbia;

Menimbang,  bahwa  sebagai  seorang  Prajurit  TNI,  Pemohon telah

memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah

terpenuhi  ketentuan  Peraturan  Menteri   Pertahanan  Nomor  31  Tahun  2017
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Tentang  Perkawinan,  Perceraian  dan  Rujuk  bagi  Pegawai  di  Lingkungan

Kementerian Pertahanan Pasal 13 ayat (1);

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya  Pemohon yang selalu

hadir  sedangkan  Termohon tidak  pernah  hadir,  maka  upaya  mediasi

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang sah,

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,

dan  permohonan  Pemohon mempunyai  alasan  serta  tidak  bertentangan

dengan  hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Ayat  (1)  R.Bg.,

permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok  Pemohon mengajukan permohonan

cerai adalah bahwa Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Termohon

sering  keluar  rumah  tanpa  izin  Pemohon,  Termohon  tidak  menghargai

Pemohon sebagai  suami seperti  “ketika Pemohon menasihati  Termohon tapi

Termohon  tidak  mau  mendengarkan  Pemohon“,  Termohon  tidak  bisa

mempunyai keturunan dan jika diajak berobat Termohon tidak mau, Termohon

sering  berkata  kasar  kepada  Pemohon  seperti  anjing,  setan,  sehingga

menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat  tinggal  sejak  tahun

2017 sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Termohon  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  permohonan Pemohon  karena

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian,  dan Pemohon mempunyai  suatu  hak atau suatu  keadaan maka

berdasarkan  Pasal  283  R.Bg  jo Pasal  1685  KUH Perdata,  Pemohon  tetap

diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-alasan  perceraiannya  dengan

mengajukan alat-alat bukti yang cukup;
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Menimbang,  bahwa  Pemohon telah  mengajukan  bukti  P  berupa

fotokopi  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  yang  dikeluarkan  oleh  Pejabat  yang

berwenang  sebagai  akta  autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos

(nazegelen)  dan  sesuai  dengan  aslinya,  maka  alat  bukti  tersebut  telah

memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah

menikah dengan  Termohon pada tanggal  21 Juni 2008, relevan dengan dalil

yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo

Pasal  1870 KUH Perdata bukti  P sebagai akta otentik mempunyai  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat;

 Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P tersebut  harus  dinyatakan

terbukti  bahwa  Pemohon dengan  Termohon adalah suami istri  sah, menikah

pada tanggal  21  Juni  2008,  hal  tersebut  sesuai  ketentuan pasal  7  ayat  (1)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

SAKSI I  PEMOHON dan  SAKSI II  PEMOHON, keduanya telah memberikan

keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

memberikan keterangan secara  terpisah di  bawah sumpah di  muka sidang,

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada

halangan  diterimanya  kesaksian  para  saksi  tersebut,  maka  kedua  saksi

tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil,  sebagaimana  ketentuan

Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan

kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Pemohon,  bukti  tertulis

dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

yang disimpulkan sebagai berikut:

 Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  adalah  suami  istri  sah  menikah

pada tanggal 21 Juni 2008;

 Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis

namun belum dikaruniai keturunan;
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 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena

sering  bertengkar  yang  disebabkan  karena  Tergugat  Termohon  sering

berkata  kasar  seperti  anjing,  setan,  Termohon  keluar  rumah tanpa  seizin

Pemohon;

 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 4 (empat) kali  di  mediasi oleh

atasan langsung Pemohon pada saat Pemohon bertugas di Xxxxxxxxxxxxx,

namun antara Pemohon dan Termohon masih sering berselisih;

 Bahwa  Termohon  pergi  meninggalkan  Pemohon  sejak  tahun  2017

sampai sekarang; 

 Bahwa  Pemohon  telah  berketetapan  hati  untuk  bercerai  dengan

Termohon;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Hakim

memberi petimbangan sebagai berikut :

Menimbang,  bahwa  Hakim  berpendapat   keadaan  rumah  tangga

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan

lagi  (onheel  baar  tweespalt),  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  telah

pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga

yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  sesuai

ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana disebutkan

dalam Pasal  3  Kompilasi  Hukum Islam juga  sebagaimana  dimaksudkan  al-

Quran Surat Rum (30) ayat 21 sangat sulit untuk diwujudkan, serta diperkuat

dengan telah berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon semenjak tahun

2017  yang  hingga  kini  telah  mencapai  7  (tujuh)  tahun   lamanya,

mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (broken down marriage)

dan  hati  mereka  tidak  mungkin  disatukan  lagi,  dan  permasalahan  antara

Pemohon dan Termohon selama tujuh tahun hingga saat ini tidak menemukan

solusi,  yang  terjadi  hubungan  antara  Pemohon  dan  Termohon  semakin

renggang  dapat  disimpulkan  bahwa  perselisihan  antara  Pemohon  dan

Termohon  telah  terjadi  secara  terus  menerus,  maka  Hakim  berpendapat
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mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan

menimbulkan  kemudharatan  bagi  kedua  belah  pihak,  oleh  karenanya

perceraian  menjadi  jalan  untuk  menyelesaikan  sengketa  rumah  tangga

Pemohon dan Termohon;

 Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk

memberikan  kemaslahatan  bagi  suami  maupun  istri,  tetapi  dengan  melihat

kondisi  rumah tangga  Pemohon dengan  Termohon  sebagaimana tersebut  di

atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi

mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan

batin  baik  bagi  Pemohon maupun  Termohon,  karena  itu  perceraian  dapat

menjadi  jalan  keluar  dari  kemelut  rumah  tangga  tersebut,  dan  perkara  ini

relevan  dengan  Firman  Allah  Al-Quran  Surah  Al-Baqarah  ayat  (227)  yang

diambil alih sebagai pertimbangan Hakim, yang  berbunyi :       

                 

لاــقلاط ناف هللا سـعيم عـميل

عناوـــاوـمزـ  

Artinya : “  Dan jika mereka (para suami) itu telah ber’azam (berketetapan hati
untuk)       talak,  maka  sesungguhnya  Allah  Maha  Mendengar  lagi  Maha
Mengetahui“; 

Menimbang,  bahwa  Termohon  tidak  hadir  dipersidangan  sedang

permohonan  Pemohon  tidak  melawan  hak  dan  beralasan,  maka  Hakim

berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg

sehingga  permohonan  Pemohon   dapat  diterima  dan  dikabulkan  dengan

Verstek;

Menimbang,  bahwa berdasarkan Yurisprudensi  Putusan Mahkamah

Agung Republik  Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal  25 Maret 1997

yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah

lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga

telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  tanpa  mempersoalkan  siapa  yang  benar  dan  siapa  yang  salah,  maka
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alasan-alasan  perceraian  dalam  perkara  ini  dianggap  telah  memenuhi

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo  Pasal 19

huruf (b) dan huruf (f),  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal

116  huruf  (b)  dan  huruf  (f)   Kompilasi  Hukum Islam,  atau  setidak-tidaknya

permohonan  Pemohon untuk bercerai dengan  Termohon telah memiliki cukup

alasan,  maka permohonan  Pemohon patut  dikabulkan dengan memberi  izin

kepada  Pemohon untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj’i  terhadap  Termohon  di

depan persidangan Pengadilan Agama Rumbia berdasarkan ketentuan Pasal

117 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir; 

2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek; 

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama

Rumbia; 

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp520.000,00 ( lima ratus dua puluh  ribu rupiah).

Demikian  diputuskan  Hakim  Pengadilan  Agama  Rumbia  pada  hari

Kamis, tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445

Hijriah oleh Kamariah Sunusi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan

Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April

2019  tentang  Izin  Sidang  Dengan  Hakim  Tunggal  di  Pengadilan  Agama

Rumbia,  putusan  mana  diucapkan  oleh  Hakim  pada  sidang  terbuka  untuk
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umum dan dibantu oleh  Rizky Febriana AL, S.H. sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

ttd

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd 

Rizky Febriana AL, S.H
Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 400.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Rumbia

Drs. Idris, S.H., M.H.
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